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LPM Untag Semarang 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang  telah
menyelenggarakan Workshop dengan tema “Analisis Dampak Regulasi
dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (PHD) Guna
Mendukung Visi Indonesia Emas 2045” tanggal 14 s.d. 16 Maret
2025 bertempat di HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat
memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota
DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang mengucapkan banyak
terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri RI

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Jawa Tengah.

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Karanganyar.

Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.

Tim LPM UNTAG Semarang.

Semua pihak vyang telah membantu kelancaran atas

terselenggaranya Workshop kali ini.

NV hW

Akhirnya, kami Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPM) UNTAG Semarang mohon maaf atas segala kekurangan kami
dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami
harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.




LPM Untag Semarang 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B.  Dasar Hukum
C. Tujuan
BAB II KEGIATAN
Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
Materi Workshop
Jadwal Workshop
Narasumber
Metode dan Teknik Pembelajaran
Pembiayaan
Piagam Pengharaan/Sertifikat
. Evaluasi
BAB III  REALISASI KEGIATAN
Peserta
Narasumber
Sarana dan Prasarana Workshop
Pembiayaan
Piagam Pengharaan/Sertifikat
. Metode dan Teknik Pembelajaran
BAB IV HASIL EVALUASI
A.  Hasil Evaluasi dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah

IOmMMmMOoOO®m>

mmoow>

BAB V PENUTUP
A.  Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR LAMPIRAN

Jadwal Kegiatan

Materi Kegiatan

Daftar Hadir Peserta

Biodata dan Daftar Hadir Narasumber
FC. Surat Jawaban BPSDM D

FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat
Akreditasi Institusi UNTAG Semarang
Memorandum of Understanding (MoU)
Foto Kegiatan

[y

WOENUAWDN

A WWLWWLWWLWWLWWW

USRS IS RS IS

N

11
11






LPM Untag Semarang 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan
dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama
Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk
hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan
kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara
DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas
dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan
perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap
aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik
masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi
masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus
mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati
rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai
konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif
dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi
kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang telah
menyelenggarakan Workshop dengan tema “Analisis Dampak
Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (PHD)
Guna Mendukung Visi Indonesia Emas 2045,
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B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2004 Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN
1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.
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BAB 11
KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 14 s.d. 16 Maret 2025
Tempat : HARRIS Hotel & Convention - Surakarta.

B. MATERI WORKSHOP

1. Analisis Dampak Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum
Daerah (PHD) Guna Mendukung Visi Indonesia Emas 2045;

2. Implementasi SK menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke
Daerah;

3. ESQ : Teknik Efektif Membangun Pengaruh;

4. Focused Group Discussion..

C. JADWAL WORKSHOP
Terlampir

D. NARASUMBER
1. Afrijal Dahrin Dj, S.STP., M.E
2. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA
3. Dr. Hendi Pratama, S.Pd, M.A

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk
bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN
Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing
peserta anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT
Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan
baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang
dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1940 (UNTAG) Semarang
dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat
sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:
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1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI
Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara
menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut

meliputi:
A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala
antara lain:

1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD.
2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses
Pembelajaran
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BAB III
REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA
Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar sebanyak 45 orang.

B. NARASUMBER
Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah:
1. Afrijal Dahrin Dj, S.STP., M.E
2. Vivin Gunawan, S.STP., M.A,,Ak.,CA
3. Dr. Hendi Pratama, S.Pd, M.A

C. FASILITAS WORKSHOP
Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain:
Penginapan;
Konsumsi;
Ruang Kelas dan Ruang Makan;
Workshop Kit (tas dan Materi);
Sarana Olah Raga/fitnes centre;
Perangkat penunjang: Komputer, LCD, Sound System, Fljp Chart,

White Board, dan Alat Tulis.

oUnhwn =

D. PEMBIAYAAN
Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing
peserta Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT
Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan
baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang
dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1940 (UNTAG) Semarang
dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat
sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.
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F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN
Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode
pembeajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi
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BAB IV
HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner berupa link kuisioner kepada peserta, untuk
memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop vyang kami
selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan
hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai
berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH

Terlampir
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PEMERINTAH PROVINSE JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Mlen Sotabadi Norner M1 A Somareny Kode Ao 080
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Sarw b tors b by ol puragge

TANGGAL EVALUASI

ANGKATAN DAN ASAL PESERTA

REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2025

15/03/2025

UNTAG - Workshop DPRD Kabupaten Karanganyar

LOKASI PELAKSANAAN HARRIS Hotel & Convention - Surakarta
RESUME KESELURUHAN REKAPITULASI PER ASPEK
CN Evaluasi Penyelenggaraan CM Evaluasi Penyelenggaraan
75,00
0,00 2500 50,00 75,00 100,00
50,00
25,00
Rata-rata
0,00
Program Layanan Fasilitas
0,00 100 2,00 3.00 400 Administrasi Penunjang Program Layanan Administrasi  Fasilitas Penunjang
CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU Wpia Fziieten sitagel harine Skala Mut
Jumlah Responden NO ASPEK i . — v - a‘ 'u = o
CN KRITERIA CM [ KRITERIA | | %o B Nilai Kriteria
1 |Program 77,41 Cukup Memuaskan 3,10 DBCM 1 | oL~ 18 >3,50 |Di Atas Capaian Mut
2 N "0 4 Memuasman
2 |Layanan Administrasi 77,22 Cukup Memuaskan 3,09 DBCM it - . Cubing Momtsmsabons <3,50 Di Bawah Capaian Mutu
45 3 |Fasilitas Penunjang 75,69 Cukup Memuaskan 3,03 DBCM souy -1 Mazacg Mvrausshan
L Tonm Virrrransh e
Rata-rata 76,77 Cukup Memuaskan 3,07 DBCM
REKAP ITULASI DATA EVALUASI
NO ASPEK INDIKATOR JR Kurang Cukup Baik Sangat Baik CN Kriteria CM Kriteria | Persepsi | Persepsi
Positif | Negatif
1 |Program 1.1 |Program diklat merupakan topik 45 0 4 32 9 77,78 Cukup Memuaskan 3,11 DBCM 91,11% 8,89%
yang aktual
1.2 |Relevansi materi dengan 45 0 4 31 10 78,33 Cukup Memuaskan 3,13 DBCM 91,11% 8,89%
kebutuhan praktis peserta
1.3 | Alokasi waktu yang diberikan 45 0 6 31 8 76,11 Cukup Memuaskan 3,04 DBCM 86,67% 13,33%
bagi tiap materi
2 |Layanan 2.1 |Sistem pemanggilan peserta 45 0 7 28 10 76,67 Cukup Memuaskan 3,07 DBCM 84,44% 15,56%
Administrasi
2.2 |Sistem registrasi peserta 45 0 5 31 9 77,22 Cukup Memuaskan 3,09 DBCM 88,89% 11,11%
2.3 |Pelayanan dan sikap petugas 45 0 4 32 9 77,78 Cukup Memuaskan 3,11 DBCM 91,11% 8,89%
3 |Fasilitas 3.1 |Kualitas fasilitas ruang kelas 45 0 9 28 8 74,44 Cukup Memuaskan 2,98 DBCM 80,00% 20,00%
Penunjang (audio, proyektor, pendingin
ruangan, screen, dll)
3.2 |Penyiapan kamar (kebersihan, 45 0 4 34 7 76,67 Cukup Memuaskan 3,07 DBCM 91,11% 8,89%
fasilitas, kenyamanan)
3.3 |Penyiapan konsumsi (kebersihan, 45 0 4 34 7 76,67 Cukup Memuaskan 3,07 DBCM 91,11% 8,89%
kecepatan penyajian, variasi
menu)
3.4 |Penyiapan fasilitas lain (internet, 45 0 7 31 7 75,00 Cukup Memuaskan 3,00 DBCM 84,44% 15,56%
tempat ibadah)

Petugas Evaluator

MOCHAMAD SAID, SH, MH




ASPECT REPONSE
Program Semoga tambah berkualitas
Program Mantaap

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Program Bermanfaat dan sesuai dengan tugas pokok fungsi
Program Kegiatan lebih bnyk untuk diskusi

Fasilitas Penunjang Tingkatkan lagi

Program Materi sip

Program Program baik

Fasilitas Penunjang

1. Ac di ruang meeting terlalu dingin

2. Water heater di kamar 716 dan 718 agak susah dinyalakan

3. Keterbatasan karyawan waktu sahur, jadi ada menu telur tapi kadang ada yang
jaga kadang ditinggal

Secara keseluruhan cukup baik

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Fasilitas Penunjang

Soundny lebih ditingkatkan kualitasnya.

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Program

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Program

Baik

Fasilitas Penunjang

Souvenir lebih variatif

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Fasilitas Penunjang

Snack dalam kamar

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Program

Penguatan materi di daerah

Fasilitas Penunjang

Audio kurang bagus, ruang terlalu dingin

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Fasilitas Penunjang

Fasilitas kamar

Fasilitas Penunjang

Untuk souvenir jangn itu2 saja

Program

Selain kemendagri bisa dimungkinkan mendatang menghadirkan narsum dari BPK
PerwakilanJateng atau BPKP

Program

Biar ga jenuh program kegiatan di beri semacam kuiss...

Program, Layanan
Administrasi, Fasilitas
Penunjang

Lanjutkan

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Fasilitas Penunjang

Sudah cukup baik

Fasilitas Penunjang

Menu sahur kurang lengkap

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

overall

Sudah cukup baik

overall

Cukup baik

overall

Semiga kedepan lebih baik, dan terlaksana kegiatan ini semakin baik

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon

Tidak ada respon




HASIL

5 Kategori Teratas:

ASPECT COUNT
Tidak ada respon 20
Program 11
Fasilitas Penunjang 10
overall 3

2. Water heater di kamar 716 dan 718 agak susah dinyalakan 1

Export to Sheets
Analisis Saran dan Masukan:
Kategori: Program
e Semogatambah berkualitas
e Mantaap
o Bermanfaat dan sesuai dengan tugas pokok fungsi
o Kegiatan lebih banyak untuk diskusi
e Materisip
e Program baik
e Tidak adarespon
e Baik
e Penguatan materi di daerah

e Selain kemendagri bisa dimungkinkan mendatang menghadirkan narasumber dari BPK
PerwakilanJateng atau BPKP

e Biar gajenuh program kegiatan diberi semacam kuis...
Kategori: Tidak ada respon

e Tidak adarespon
Kategori: Fasilitas Penunjang

¢ Tingkatkan lagi

e AC diruang meeting terlalu dingin

e Sound system perlu ditingkatkan kualitasnya

e Souvenir lebih variatif

e Snackdi dalam kamar



e Audio kurang bagus, ruang terlalu dingin
o Fasilitas kamar
e Souvenirjangan itu-itu saja
e Sudah cukup baik
e Menu sahur kurang lengkap
Kategori: 2. Water heater di kamar 716 dan 718 agak susah dinyalakan
e (Tidak adarespon)

Kategori: 3. Keterbatasan karyawan waktu sahur, jadi ada menu telur tapi kadang ada yang jaga kadang
ditinggal

e (Tidak adarespon)
Kategori: Secara keseluruhan cukup baik
e (Tidak adarespon)
Kategori: Program, Layanan Administrasi, Fasilitas Penunjang
e Lanjutkan
Kategori: overall
e Sudah cukup baik
e Cukup baik
e Semoga ke depan lebih baik, dan terlaksana kegiatan ini semakin baik
Rekomendasi Perbaikan:

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat Anda
pertimbangkan:

e Program:

o Tingkatkan kualitas program dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan relevan
dengan kebutuhan anggota dewan.

o Perbanyak kegiatan diskusi untuk meningkatkan interaksi dan pertukaran ide antar peserta.
o Perkuat materi program dengan fokus pada isu-isu terkini dan penguatan materi di daerah.

o Variasikan program kegiatan dengan menambahkan elemen interaktif seperti kuis atau studi
kasus untuk mengurangi kejenuhan.

o Pertimbangkan untuk menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan Jateng atau BPKP untuk
memberikan perspektif yang berbeda.

¢ Fasilitas Penunjang:

o Perbaikifasilitas penunjang seperti AC di ruang meeting, water heater di kamar, dan kualitas
sound system.

o Tingkatkan variasi souvenir yang diberikan kepada peserta.
o Sediakan snack di dalam kamar peserta.

o Perbaiki fasilitas kamar secara keseluruhan untuk meningkatkan kenyamanan peserta.



o Perhatikan menu sahur agar lebih lengkap dan sediakan petugas yang berjaga saat sahur.
e Layanan Administrasi:

o Tingkatkan kualitas layanan administrasi secara keseluruhan.
e Overall:

o Terus tingkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

o Pertahankan hal-hal yang sudah baik dan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman yang
lebih baik bagi peserta.

Semoga rekomendasi ini bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pendalaman tugas anggota dewan
Kabupaten Karanganyar
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan
dengan suasana diskusi berjalan menarik.

2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program,
narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar
peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan
peserta sebagai anggota DPRD.

3. Seluruh peserta menggap kegiatan Workshop ini
bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai
anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam
pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama
kegiatan, menurut sebagaian besar peserta sudah baik dan
perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD
yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar
penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan
dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound
learning belajar bersama dengan suasana yang sangat
menyenangkan  penuh  kegembiraan,  kebersamaan,
keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap
pentingnya kerjasama.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu
menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi
sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan,
semoga bermanfaat bagi kita sekalian.




Lampiran

Jadwal Kegiatan



JADWAL KEGIATAN WORKSHOP

“Analisis Dampak Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah
(PHD) Guna Mendukung Visi Indonesia Emas 2045"

HARRIS Hotel & Convention - Surakarta, 14 s.d. 16 Maret 2025

Hari, Waktu
Tanggal
Hari 13.00 — 18.00

Pertama 18.00 — 19.00

Hari Kedua | 03.00 — 04.00
08.00 — 11.45

11.45-13.30
13.30-17.15

18.00 — 19.00
19.00 — 22.45

Hari Ketiga | 03.00 — 04.00
09.00 - 11.15
13.00

Keterangan, Materi & Narasumber

Registrasi Peserta
Buka Puasa

Makan Sahur

Pembukaan

Sesi I “Analisis Dampak Regulasi dalam
Pembentukan Produk Hukum Daerah (PHD)
Guna Mendukung Visi Indonesia Emas 2045"

Oleh: Afrijal Dahrin Dj, S.STP., M.E

(Kemendagri)

Istirahat & Sholat

Sesi II “Implementasi SK menteri Keuangan
Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2025
tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer
ke Daerah”

Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA
(Kemendagri)

Buka Puasa

Sesi III “"ESQ : Teknik Efektif Membangun
Pengaruh”

Oleh: Dr. Hendi Pratama, S.Pd, M.A

(Akademisi — UNNES)

Makan Sahur
FGD & PENUTUPAN
Selesai

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat

berubah secara fleksibel




Lampiran
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. . Bentuk lainya sesuai
Persetujuan Rapat konsultasi dengan ketentuan

terhadap kerja sama DPRD dengan KDH heraturan

yang akan dilakukan secara berkala
Pemerintah Daerah

Penyampaian laporan
keterangan

Persetujuan bersama

dalam pembentukan 2
pertanggung-jawaban

kepada DPRD

perda perundang-

undangan
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S URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN i

WAJIB
NON PELAYANAN DASAR

. Pendidikan
. Kesehatan

. Pekerjaan umum dan penataan
ruang

. Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman

. Ketenteraman, ketertiban

. Tenaga Kerja

. Kelautan d ik
. Pemberdayaan Perempuan & clauan dan perikanan

Pelindungan Anak - Pariwisata
Pangan

. Pertanian

. Egrtinahan i . Kehutanan;

. Lingkungan Hidup ;
Administrasi Kependudukan & : E:i;g;;ﬁan sumber daya

Pencatatan Sipil 2 .

. Pemberdayaan Masyarakat - Perdagangan;
umum, dan pelindungan dan Desa . Perindustrian; dan
masyarakat PP & KB . Transmigrasi.

. . Perhubungan

- Sosial. 10. Kominfo
11.Koperasi dan UKM
12.Penanaman Modal
13. Kemenpora
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. PERPPUstakaan

18. Kearsipan.
= L_ '!' Pembagian Urusan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan
pr G ek Tie dan kriteria eksternalitas, akuntabilitas serta efisiensi.
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DASAR HUKUMPEMBENTUKAN

PERDADANPERKADA

kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

. Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dan Tugas Pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan
peraturan perundang-undangan;
. Muatan Lokal

1. Pembetukan Perkada untuk
melaksanakan Peraturan Daerah;

2. Pembentukan Perkada dilakukan
atas kuasa peraturan perundang-
undangan.

pr@alcty
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MATERI MUATAN PERDA

Materi muatan peraturan daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan daerah
sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

o —

Penyelenggaraan Penjabaran lebih Muatan lokal sesuai
otda dan tugas lanjut ketentuan dengan ketentuan
pembantuan. perundang- peraturan
undangan yg lebih perundang-

tinggi. undangan.

Pasal 236 ayat (3) dan (4) UU Nomor 23 Tahun 2014
Jo Pasal 14 UU 12 Tahun 2011
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MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
FERANCAMNAAN PEMBAHASAMN PENGUNDANGAN

FENYLUSUNAN

Berdasarkan:

O UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

QO Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
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l M ergunan :

Pengundangan
O 0 gundang
D‘_“' A

o e e ——
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a - > px] .-. Pembicaraan TK. I:
1 | &  flng SKPD TIM PENYUSUN q PENYUSUNAN 1. Penjelasan Gubernur
GUBERNUR dalam rapat paripurna
1. Penielasan, _ a. Harmonisasi mengenai Raperda.
Rermrangan ) | e b. Pembulatan 2. Pandangan umum
2. Rancangan 2. Sekda (o} Pemantgpan Raperda p
Perda 3. PD pemrakarsa : konsepsi 5 T p - T
4. PD yang membidangi o Velngsf|grin CRITEE
hukum jawaban Gubernur
5. PD terkait l terhadap pandangan
6. Perancang perundang- umum fraksi
‘ undangan.
Proses paraf Tusi l il
ersetujuan usi:
SEKDA kponsep Jakhir 1. Menyusun draft K/IL |<—>| m:;:Isl:Ii-Z:e sr:ia |
Raperda Raperda
2. Melaporkan 1
perkembangan
dan/atau . Pembicaraan Tk. Il
permasalahan dalam Konsep akhir 1. Pengambilan Persetujuan
penyusunan Raperda Raperda keputusan dalam rapat Bersama
paripurna.
= 2. Pendapat akhir
Pl.Eh-1-|r Gubernur
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PEMBENTUKANPERATURANDAERAHKAB/KOTA.
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N PEMBAHASAN
i DENGAN DPRD
=
-

l M engunan :

Pengundangan
O .0 gundang
|:|‘_"| A

. _ ¥
- (\m .&. Pembicaraan Tk. I:
= e B SKPD — , TIM PENYUSUN — | &= NN 1. Penjelasan Bupati/Wali
- Kota dalam rapat
BUPATI/WALI KOTA L paripurna mengenai
1. Penjelasan/ Anggota: 2 e Raperda.
Keterangan 1. BupatiWali Kota b. Pembulatan 2. Pandangan umum
2. Rancangan 2. Sekda c. Pemantapan fraksi terhadap
Perda 3. PD pemrakarsa konsepsi Raperda.
4. PD yang membidangi 3. Tanggapan dan/atau
hukum jawaban Bupati/Wali
5. PD terkait Kota terhadap
q 6. E:L;::(g::\?]g perundang- pandangan umum fraksi
w2
; Proses paraf il oPD = v
ersetujuan usi: FASILITASI melalui
SEKDA kponsep Jakhir 1. Menyusun draft TEKNIS | ePerda Provinsi
Raperda Raperda
2. Melaporkan !
perkembangan
dan/atau n Pembicaraan Tk. II:
permasalahan dalam Konsep akhir 1. Pengambilan Persetujuan
penyusunan Raperda Raperda keputusan dalam rapat Bersama
paripurna.
2. Pendapat akhir
|’.|-I'E'|'1’+I Bupati/Wali Kota
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MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURANDAERAHKAB/KOTA

Propemperda yang Penyusunan Pembahasan Proses fasilitasi Pembahasan
disusun oleh DPRD Ranperda Ranperda oleh Ranperda Ranperda hasil
dan Kepala Daerah berdasarkan Kepala Daerah Kab./Kota oleh fasilitasi oleh
untuk jangka waktu Propemperda bersama DPRD Gubernur sebagai Kepala Daerah
1 tahun L melalui Wakil Pemerintah bersama DPRD
a. Harmonisasi Pembicaraan Pusat melalui melalui
b. Pembulatan Tingkat | aplikasi e-Perda Pembicaraan
@ Pemantapan Tingkat Il
? 'I konsepsi :
Pengambilan

i

keputusan dalam
rapat paripurna

Oleh Tim Penyusun:
Kepala Daerah,
Sekda, PD

pemrakarsa, PD Persetujuan
terkait, Bagian bersama Pemda
iy Hukum, Perancang dengan DPRD
AKP
Pty aplikhs
#-Perdil
Berdasarkan:

1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerath
0 Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ranperda yang
telah disetujui
bersama oleh
DPRD dan kepala
Daerah
disampaikan oleh
pimpinan DPRD
kepada kepala
daerah untuk
ditetapkan menjadi
Perda.

Ranperda
disampaikan
kepada Gubernur
untuk
mendapatkan
Noreg

Ranperda yang Bupati/Walikota
telah mendapatkan wajib
Noreg ditetapkan menyampaikan
oleh kepala daerah Perda dan Perkada
dengan kepada Gubernur
membubuhkan paling lama 7 Hari
tanda tangan. setelah ditetapkan
Pengundangan
Perda dalam

e
lembaran daerah —
dilakukan oleh

Sekda.

| padoida o Eperda. komendagrigo.kd
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PENGUATAN PADATAHAPAN PERENCANAAN PERDA DAN PERKADA
MELALUIIDENTIFIKASIKEBUTUHAN DANANALISAKEBUTUHAN

SE Mendagri Nomor 188.34/6458/0OTDA tanggal 26 November 2019

TUJUAN
PENAJAMAN
PENGHARMONISASIAN ‘

N

memperhatikan skala
prioritas
pembentukan Perda
yang diselenggarakan
secara bersama
antara Pemda dan
DPRD

N

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

Penentuan skala mencegah

prioritas pembentukan
Perda disesuaikan
dengan amanat
delegasi Peraturan
Perundang- Undangan.

proses inventarisasi sesuai dengan

dan seleksi usulan

Terjadinya obesitas tema dan/atau judul

produk hukum di Ranperda,
daerah yang  memperhatikan:
disebabkan oleh  a. Urusan
perencanaan yang penyelenggaran
tidak sesuai dengan Pemda.
kondisi daerah dan  b. Urusan
PUU. penyelenggaraan
(peruuan sektoral)
c. Kebutuhan

Jumlah Propemperda
yang dibentuk oleh
DPRD bersama Pemda
setiap tahun harus
rasional, dihitung
berdasarkan jumlah
Perda yang diundangkan
pada Tahun berkenaan

pembangunan ditambah 25% kali
daerah propemperda yang
d. Kebutuhan riil ditetapkan Tahun
masyarakat. sebelumnya.

AKP bertujuan untuk

obesitas

Perda dan
pembentukkan Perda

prioritas

dan kebutuhan daerah.

P
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Download file SE dan Juknis AKP bit.ly/juknisAKP
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PRIORITASI
Pelaksanaan urusan wajib Pelaksanaan urusan wajib
menganiung uneu perntah | | mengandung Uneur porntah PRIORITAS
.EEEL’"t?nag"éi'ﬁé‘kr‘?;‘ﬁabl!;sl% ﬁ’eeé?ﬁfﬁ‘]%%}”{;k‘éiﬁgﬁa“tayfa“ﬁ PROPEMPERDA
waktu waktu

L.

PRIORITAS III PRIORITAS IV
Pelaksanaan urusan wajib Pelaksanaan urusan wajib non Pelaksanaan urusan wajib
pe|ayanan dasar dan yang pe|ayanan dasar dan non pelayanan dasar dan
tidak mengandung unsur mengandung unsur perintah me ngandung unsur perintah
perintah perundang- perundang-undangan yang perundang-undangan yang
undangan yang lebih tinggi lebih tinggi dengan batasan lebih tinggi tanpa batasan
waktu waktu
Pelaksanaan urusan waijib Pelaksanaan urusan pilihan Pelaksanaan urusan pilihan Pelaksanaan urusan pilihan
non pelayanan dasar dan dan mengandung unsur dan mengandung unsur dan yang tidak mengandung
yang tidak mengandung perintah perundang- perintah perundang-undangan unsur perintah perundang-
unsur perintah perundang- undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi tanpa undangan yang lebih tinggi
undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu batasan waktu
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/6458/0TDA ™
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INDEKSKEPATUHANDAERAH
TERHADAPPEMBENTUKANPERDA

Wapaibdik Faikivreii

Meryiapkan pedoman bag
Pevtyierenlal Daddal dalarm

elakulan pengubkuran Lingkal
kepatuhan deerah tevhndap pends
i wifayahmya masing-maging,

Memasikan terseenggaranya lessse e s
pembentukan dan implemeontasi - Meningkatkan Kinerja Binwas Perda;

Pesi el sascars berkualiLos:
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STRUKTUR PENILAIAN IKD

Aspek merupakan satuan terbesar dalam pengukuran IKD yang |—————
dapat ditinjau dari Aspek yang merupakan susunan
penyelenggaraan pembentukan peraturan daerah berdasarkan UU

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Variabel merupakan satuan turunan dalam Aspek yang terdiri dari
alur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk alur
Kegiatan Pembinaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri,
Sosialisasi serta Pelaporan sejak tahapan perencanaan hingga
pengundangan.

13 VARIABEL

Indikator merupakan satuan terkecil dalam penghitungan IKD dan
juga merupakan turunan dari setiap Variabel IKD dalam kerangka
kepatuhan yang diukur berdasarkan jangka waktu, kelengkapan
dokumen dan lain sebagainya.

39 INDIKATOR

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/6458/0TDA
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Kepatuhan
Propemperda
Kepatuhan

1

1 Perencanaan

Kepatuhan

Kepatuhan
Kepatuhan
Undangan

N

Penyusunan

o U AW N

3 Pembahasan

13) VARIABEL

penetapan

dalam Pembentukan
Kebutuhan Perda dan/atau Kajian Akademik lainnya

Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan

dalam Penyusunan Ranperda

Penyebarluasan Ranperda

Keterlibatan Pihak terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-

]
Bar BHHLAR

bersama DPRD dan Pemerintah Daerah tentang

Propemperda dalam kerangka Analisa

7 Kepatuhan Pembicaraan Tingkat | dan Tingkat |l dalam Pembahasan Ranperda

8 Kepatuhan terhadap Fasilitasi/ Evaluasi Ranperda

4 Penetapan

Pengundangan PR KEsE
dan Pelaporan 13

(5] pldotia 1 mperda. kamendagrigo.id

39 INDIKAT

Propemperda ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD

Jangka waktu Penetapan SK DPRD tentang Propemperda ditetapkan sebelum Perda mengenai APBD
Tahun Anggaran berikutnya ditetapkan

Dokumen SK DPRD tentang Propemperda disertai dengan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah
Daerah dan DPRD

Lampiran Dokumen SK DPRD tentang Propemperda disertai dengan tabel sesuai dengan Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Judul Ranperda dalam Propemperda yang tertuang dalam Propemperda disertai dengan penjelasan atau
keterangan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur

Judul Ranperda dalam Propemperda yang disertai penjelasan atau keterangan juga disertai dengan
identifikasi/ kajian mengenai mengapa Ranperda dimaksud harus diprioritaskan dan harus didahulukan
penetapannya

Ranperda dalam Propemperda yang direncanakan yang akan ditetapkan lebih awal merupakan Ranperda
dalam skala prioritas 1-3 sesuai dengan prioritas dalam Analisa Kebutuhan Perda (AKP)

Ranperda yang tertuang dalam Propemperda disusun berdasarkan Metode Analisa Kebutuhan Perda
(AKP)

Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal media dalam jaringan milik pemerintah daerah
(JDIH)

Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal milik Pemerintah Pusat
(eperda.kemendagri.go.id)

Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal dalam jaringan (online) pada media massa
elektronik dalam daerah dan/atau luar daerah

Dilakukan program sosialisasi Propemperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku
kepentingan, antara lain melalui uji publik

Pembentukan Tim Penyusunan dengan Keputusan Kepala Daerah

Ranperda disusun bersama dengan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Ranperda disusun bersama dengan melibatkan PD dan/atau Instansi Vertikal yang tugas dan
kewenangannya berkaitan dengan muatan yang diatur dalam ranperda dimaksud

Penyusunan ranperda melibatkan peneliti dan/atau tenaga ahli yang kapasitasnya berkaitan dengan
materi muatan yang diatur dalam Ranperda

Dilakukan penyusunan Ranperda antara pemrakarsa dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum
atau Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) di DPRD

Teknik Penyusunan Ranperda dilakukan dengan pencermatan oleh Biro Hukum bagi Ranperda yang
berasal dari Pemerintah Daerah serta oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD
Ranperda disusun berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas
Materi Muatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait di atasnya

[skiFrsn Ranperda disebarlu@kan melalui kanal milik Pemerirish Daerah
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36

37

38

39

9 Kepatuhan terhadap Jangka Waktu Penetapan Ranperda

10 Kepatuhan terhadap Pemberian Nomor Register Perda

11 Kepatuhan terhadap Jangka Waktu Pengundangan Perda

Penyebarluasan Perda

Kepatuhan dalam penyampaian / pelaporan Perda yang telah diundangkan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/6458/0TDA

Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui kanal dalam jaringan (mesfine | pasis msiis s slsbdrmnsi
dalam daerah dan/atau luar daerah

Dilakukan program sosialisasi Ranperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku
kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah
Pembahasan Ranperda dilakukan berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Propemperda kecuali yang
diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

Jangka waktu Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah
dengan mengacu pada Propemperda

Jangka waktu Pembicaraan Tingkat II sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah
dengan mengacu pada Propemperda

Ranperda yang selesai dibahas disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dibuktikan
dengan Berita Acara Kesepakatan

Fasilitasi ranperda dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I

Jangka Waktu tindaklanjut hasil fasilitasi yang akan dibahas dalam Pembicaraan Tingkat IT

Ranperda yang ditetapkan dalam Persetujuan Bersama telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi / evaluasi
Kemendagri

Ranperda yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi/
Evaluasi yang dibuktikan dengan Hasil Verifikasi dari Biro Hukum Kemendagri

Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah disampaikan oleh pimpinan
DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh kepala daerah dengan
membubuhkan tanda tangan paling Lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama
oleh DPRD dan kepala Daerah

Pemerintah Daerah menyampaikan Ranperperda kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan Nomor
Register paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Ranperda dari DPRD

Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) hari
sejak ditetapkan

Dokumen Perda disebarluaskan melalui kanal milik Pemerintah Daerah

Dokumen Perda disebarluaskan melalui kanal dalam jaringan (online) pada media massa elektronik
dalam daerah dan/atau luar daerah

Dilakukan program sosialisasi Perda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan,
antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD

Jangka Waktu Kepatuhan dalam penyampaian Perda yang telah diundangakan (skala 1 - 7 hari)

Pelaporan Perda yang telah ditetapkan dilakukan melalui kanal milik Pemerintah Pusat
(eperda.kemendagri.go.id)
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WAKTU REVIEW PRODUK
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Pada saat pelaksanaan Peraturan
Daerah yang telah diundangkan
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EVALUASI IMPLEMENTASI PRODUK HUKUM DAERAH
Pengumpulan Data

>
BerAKHLAK
Identifikasi Mas.alah
i kendala atau
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Evaluasi Dampak ﬁ Palaporan
Muanilai efek dari produk hubsm I
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bariading Sisymniat, manyajiban temuan, analisk,
Wnuu-m L] ] rekamendais secara jelas dan
amalssks kuantitatif dan nsalitatif,
{5}
Herren e lar Dalarn Hegee:
% i >
u BerAKHLAK

RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. berisi materi muatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
pengaturan;

2. memenuhi syarat bentuk dan format sesuai kaidah yang
berlaku (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

3. kesesuaian antar ketentuan (pasal) di dalamnya;
4, kesesuaian dengan PUU yang lain; dan
kemungkinan multitafsir.

[E] phdotda

5. penggunaan tata bahasa yang terhindar dari

|:::| eperda.kemendagri.go.id
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BerAKHLAK
PELAKSANAAN PRODUK HUKUM
{ 1. Sumber Daya Manusia (SDM)/Organisasi Perangkat
') Daerah yang melaksanakan;

2. Kondisi Geografis Daerah;
3. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk mengukur keberhasilan tujuan pelaksanaan produk
hukum diperiukan indikator yang terukur”
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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Urgensi RIA Dalam Pembentukan Produk
Hukum Daerah

RIA dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas
regulasi yang telah diterapkan. RIA tidak hanya berperan dalam
tahap perumusan regulasi, tetapi juga dalam tahap evaluasi dan
perbaikan regulasi yang sudah ada. Perbandingan antara Proses
Kajian yang Dilakukan Pemerintah Daerah Saat ini dengan Proses
Kajian dengan Metode RIA:
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Konsepsi RIA

‘Whare does impact essessment (RLA) come in?
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Relevansi RIA Dengan
Visi Indonesia Emas
2045

1. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Hidup
3. Inovasi dan Teknologi.
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